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UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta 

 

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4 

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak 

eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. 

Pembatasan Pelindungan Pasal 26 

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak 

berlaku terhadap: 

i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk 

pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan 

penyediaan informasi aktual; 

ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk 

kepentingan Karya Ilmiah ilmu pengetahuan; 

iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan 

pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan 

Pengumuman sebagai bahan ajar; dan 

iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu 

pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak 

Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, 

atau Lembaga Penyiaran. 

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan 

Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 

dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 

2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau 

pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, 

dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling 

banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
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KATA PENGANTAR 

Tanah Papua dengan kekayaan alam yang tak 
ternilai harganya. Pemanfaatan sumberdaya alam dan 
lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan 
perlu memperhatikan keseimbangan lingkungan agar 
daya dukung dan daya tampungnya dapat tetap 
menjamin perikehidupan manusia dan mahkluk hidup 
lainnya. Sehubungan dengan hal ini maka data dan 
informasi tentang Buku Implementasi Kebijakan Areal 
Penggunaan Lain (APL) Lokasi Hutan Wosi Kabupaten 
Manokwari Provinsi Papua Barat, khususnya untuk 
pengawasan dan pengendalian dampak besar dan 
penting yang akan terjadi pada Hutan Wosi.  

Provinsi Papua Barat merupakan wilayah 
pemerintahan ke 2 di Tanah Papua yang terbentuk 
untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan 
dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat agar 
terwujud kesejahteraan masyarakat sesuai amanat 
konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Dalam penyusunan Buku Implementasi 
Kebijakan Areal Penggunaan Lain (APL) : Studi Kasus 
Hutan Wosi Kabupaten Manokwari Propinsi Papua 
Barat, masih banyak kekurangan sehingga saran dan 
kritik yang sifatnya konstruktif menjadi masukan yang 
sangat berguna bagi kami dan seluruh jajaran staf 
dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat. Semoga 
data dan informasi yang kami sajikan dalam Buku ini 
dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 
membutuhkannya.  
 

Manokwari, Februari 2023 
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Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki 

manfaat yang nyata bagi kehidupan bangsa Indonesia 

baik manfaat ekologi, sosial budaya dan ekonomi secara 

seimbang dan dinamis. Direktorat Jenderal Planologi 

Kehutanan (2014) menegaskan bahwa hutan harus 

dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara 

berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat 

Indonesia. Hutan sebagai sumberdaya alam memberikan 

manfaat besar bagi kesejahteraan manusia, baik manfaat 

langsung maupun tidak langsung. Zainuddin dan 

Tahnur (2018) menyatakan bahwa manfaat tersebut 

dapat diperoleh jika eksistensi hutan terjamin dengan 

baik sehingga dapat berfungsi secara optimal. 

Terjadinya perubahan iklim di Indonesia, terlebih 

pada daerah-daerah yang mengalami proses 

pembangunan telah memberikan dampak terhadap 

faktor lingkungan (Miranti et al. 2018). Pembangunan di 

Provinsi Papua Barat telah memberikan dampak 

terhadap keanekaragaman hayati (biodiversity). Hall et 

al. (2002) menjelaskan bahwa bertambahnya jumlah 

penduduk dan akses publik dapat mengancam 

keanekaragaman hayati. Penerapan strategi pengelolaan 

dengan dukungan biaya dapat mencegah kerusakan 

lebih lanjut dari ekosistem secara lestari dengan 

memperhatikan lingkungan sekitarnya. 

Menjaga kelestarian hutan dan keseimbangan 

ekosistem hutan bermanfaat bagi kesejahteraan 

masyarakat (Goran dan Sadhana, 2014). Oleh karena itu, 

dikatakan bahwa eksistensi lingkungan harus selalu 

dijaga dengan memperhatikan keseimbangan ekologis. 
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Wahono (2005) menjelaskan bahwa kearifan lokal adalah 

kepandaian dan strategi-strategi pengelolaan alam 

semesta dalam menjaga keseimbangan ekologis yang 

sudah berabad-abad teruji oleh berbagai bencana dan 

kendala serta keteledoran manusia. Kearifan lokal tidak 

hanya berhenti pada etika, tetapi sampai pada norma, 

tindakan dan tingkah laku sehingga kearifan lokal dapat 

menjadi seperti religi yang menjadi pedoman manusia 

dalam bersikap dan bertindak. 

Provinsi Papua Barat memiliki keanekaragaman 

hayati dengan tingkat keunikan (endurisme) organisme 

dalam struktur geografi yang sangat baik. Secara 

ekonomis, hal ini menjadi modal dasar pembangunan 

guna mendukung konsep pembangunan berkelanjutan. 

Pearce et al. (2002) menjelaskan bahwa keanekaragaman 

hayati dan jasa ekosistem mempunyai peran penting 

karena memberikan berbagai manfaat untuk mendukung 

kehidupan manusia, antara lain sebagai sumber bahan 

pangan, kesehatan, energi maupun memberikan jasa 

ekosistem yang fungsinya sulit untuk digantikan. 

Meskipun nilainya tidak selalu terefleksi dalam pasar, 

keanekaragaman hayati merupakan aset yang sangat 

berharga untuk generasi sekarang maupun masa 

mendatang, sehingga upaya konservasi dan 

pemanfaatannya secara berkelanjutan menjadi landasan 

pembangunan berkelanjutan. 

Konservasi sumberdaya alam hayati dan 

ekosistemnya adalah salah satu bentuk optimalisasi 

pengelolaan sumberdaya alam bagi terwujudnya 

kemakmuran rakyat berkelanjutan. Hutan konservasi 
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merupakan salah satu hutan yang paling rentan 

terhadap akses lahan dibandingkan taman nasional 

maupun taman hutan raya. Ketidak pastian tenurial 

terhadap akses, penguasaan dan pemanfaatan sumber 

daya disebabkan karena serangkaian perubahan 

kebijakan yang berpadu dengan lemahnya penegakan 

hukum (Budindrian et al. 2017). Menurut Dewan 

Kehutanan Nasional (2010) upaya–upaya revitalisasi 

peraturan perundangan di bidang konservasi perlu 

dilakukan agar sasaran konservasi dapat segera 

diwujudkan. Komitmen ini sejalan dengan adanya 

desakan yang kuat dari berbagai elemen masyarakat, 

baik pemerhati lingkungan maupun masyarakat hukum 

adat untuk mempertahankan kondisi hutan Papua 

dengan tidak mengesampingkan kesejahteraan 

masyarakat. 

Suryandari dan Sylviani (2010) menjelaskan 

bahwa adanya KPH merupakan upaya pemerintah 

untuk mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari 

dipandang dari aspek ekonomi, ekologi dan sosial 

budaya. Bahkan terdapat empat aspek (sosek 

masyarakat, institusi, kesiapan infrastruktur dan 

perencanaan). Aspek institusi memegang peranan paling 

penting dalam operasional suatu organisasi KPH yaitu 

bentuk dan struktur organisasi KPH dan peraturan 

pendukung serta implementasinya. Pemerintah Daerah 

menjalankan desentralisasi kewenangannya terutama 

dalam pengelolaan kawasan hutan diperhadapkan pada 

permasalahan seperti 1) Kurangnya kesiapan di masing-

masing daerah terutama dalam pendanaan 2) Belum 
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disepakatinya bentuk organisasi KPH dan 3) Kurangnya 

ketersediaan sumber daya manusia. Tingkat pemahaman 

dan kesadaraan masyarakat berpengaruh pada tinggi 

rendahnya pemahaman dalam pengelolaan hutan dan 

pemanfaatan dengan baik oleh masyarakat itu sendiri 

(Ariyanto et al. 2014). Menurut Muhamadia (2015) 

Interaksi masyarakat dengan kawasan hutan Wosi 

Rendani dalam bentuk pemanfaatan kawasan dan hasil 

hutan sebesar 88% atau 65% bersumber dari jasa 

lingkungan, pertanian dan peternakan sebesar 2% dan 

bersumber dari sektor lainnya 10 %. 

Hutan Wosi merupakan hutan yang terletak di 

kelurahan Wosi Distrik Manokwari Barat, Kabupaten 

Manokwari. Melalui SK Gubernur Irian Barat Nomor: 

118/GIB/1969 menjelaskan bahwa Hutan Wosi 

merupakan bagian dari hutan lindung, namun seiring 

dengan berjalannya waktu peningkatan jumlah 

penduduk juga terus meningkat sehingga menyebabkan 

area ini menjadi area open access. Hal ini sebagaimana 

kebijakan yang disampaikan oleh Kepala Dinas 

Kehutanan Provinsi Papua Barat bahwa “ Hutan Wosi 

adalah hutan open access sehingga terbuka bagi 

masyarakat dan pengembang perumahan dalam 

pengelolaan dan pemanfaatannya dengan tetap menjaga 

kelestarian. Melalui SK. Menteri Kehutanan Nomor: 

32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar 

Pengukuhan Kawasan Hutan, dan Peta Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Manokwari tahun 

2009 sampai 2029 Kawasan HLWR sebagai Hutan 

Lindung Resapan Air. Hutan Wosi Rendani dalam 
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dokumen RTRW Kabupaten Manokwari berfungsi 

sebagai kawasan tangkapan air, sehingga upaya 

penanaman pohon di kawasan tersebut yang dijadikan 

permukiman warga maupun perkantoran harus 

dilakukan guna menyediakan ruang terbuka hijau di 

kawasan tersebut. Dokumen revisi RTRW Kabupaten 

Manokwari 2013-2033 juga menetapkan Hutan Wosi 

Sebagai kawasan tangkapan air dengan menjaga fungsi 

lindungnya, melalui pemeliharaan mata air Kali Wosi 

yang bermanfaat sebagai penyangga kehidupan. Selain 

potensi mata air sebagai penyangga kehidupan, Hutan 

Wosi juga merupakan habitat bagi flora dan fauna yang 

menjadi aset sumber daya alam yang bermanfaat bagi 

ekosistem dan bermanfaat dalam menunjang kehidupan 

masyarakat di sekitarnya. 

Sinery dan Mahmud (2014) melaporkan bahwa 

jenis flora dan fauna di hutan Wosi Rendani belum 

dketahui secara pasti, namun berdasarkan hasil 

pengamatan, hutan ini cukup potensial dalam 

pengembangan ekonomi masyarakat. Kedua peneliti 

mencatat potensi flora dan fauna pada Hutan Wosi 

Rendani di antaranya terdapat jenis vegetasi hutan asli 

dan eksotik seperti Instia sp, Paraseriantes falcatoria, 

Dixoxylum sp, Pometia sp, Pimeliodendron sp, 

Elaeocarpus sp, Pterygota sp, Palaqium sp, Spatudera sp, 

Celtis sp, Evodia sp, Cananga sp, Caliandra sp. Vegetasi 

non kayu seperti jenis-jenis rotan, bambu, tumbuhan 

paku, pandan dan jenis anggrek seperti Dendrobium sp, 

Bulbophyllum sp, dan Spatoglattis dan jenis vegetasi 

lainnya. Potensi lain yang juga terdapat di hutan tersebut 
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adalah jenis satwa liar seperti Babi Hutan, Kuskus, 

Tupai, Kelelawar, Elang, Nuri Kepala Hitam, Bayan, Ular 

Putih, Pyton, Biawak, Bunglon, Katak, Kupu-Kupu, dan 

Lebah Madu. 

Kenyataannya saat ini hutan Wosi Rendani telah 

mengalami perubahan yang sangat besar. Hampir 95% 

kawasan ini telah mengalami perubahan akibat 

pembangunan pemukiman, jaringan jalan, dan 

pembukaan kebun/ladang masyarakat. Kondisi ini 

diperkirakan akan terus meningkat dengan adanya 

peningkatan penduduk dan pembangunan yang 

menuntut kebutuhan akan sumber daya alam termasuk 

kebutuhan lahan pembangunan (Sinery dan Manusawai 

2016). Perubahan kawasan hutan mengakibatkan 

terganggunya fungsi hidro-orologis, produktivitas 

ekosistem menurun, dan menurunnya daya dukung 

lingkungan (Sinery et al. 2015). Status hutan Wosi yang 

berubah menjadi open access menjadi ancaman bagi 

hilangnya flora dan fauna yang hidup di dalamnya. Hal 

ini semakin diperkuat dengan tingginya alih fungsi lahan 

pada Hutan Wosi. Sinery dan Mahmud (2014) 

menunjukkan bahwa deforestasi Hutan Wosi Rendani 

mengalami peningkatan dengan laju rata-rata 1.298 

ha/tahun. Hal ini juga didukung oleh data statistik 

jumlah penduduk Distrik Manokwari Barat, di mana 

jumlah penduduk terus mengalami peningkatan dari 

waktu ke waktu. BPS Kabupaten Manokwari (2020) 

mencatat laju peningkatan jumlah penduduk di 

Kabupaten Manokwari dari tahun 2018 ke tahun 2019 

sebesar 2,5%, dimana tingkat kepadatan tertinggi berada 
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di distrik Manokwari Barat. Tingkat kepadatan 

penduduk di distrik Manokwari Barat mencapai 48,76% 

dari total penduduk Kabupaten Manokwari. Hampir 

separuh dari jumlah penduduk Kabupaten Manokwari 

terpusat di Distrik Manokwari Barat. Kelurahan Wosi 

adalah salah satu kelurahan di Distrik Manokwari Barat 

dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi. Jumlah 

penduduk di kelurahan Wosi adalah 29.910 jiwa dengan 

laju pertumbuhan 3,72%. Peningkatan laju pertambahan 

jumlah penduduk ini disebabkan oleh tingginya angka 

kelahiran dan migrasi penduduk ke Kabupaten 

Manokwari. 

Hutan Wosi saat ini merupakan bagian dari 

Hutan Wosi Rendani dengan luas hutan 88 ha yang 

belum memiliki legalitas sehingga dapat mempengaruhi 

fungsi hutan secara optimal. Hutan ini perlu mendapat 

kepastian status sehingga dapat menjamin eksistensinya, 

mengingat manfaat hutan yang begitu besar bagi 

masyarakat. Menguatkan keputusan pemerintah untuk 

menetapkan status Hutan Wosi, maka dipandang perlu 

untuk mengetahui interaksi antara masyarakat sekitar 

hutan dengan hutan kaitannya dalam pemanfaatan 

hutan. Oleh karena itu mengetahui manfaat ekonomi, 

sosial dan budaya masyarakat sekitar hutan dapat 

menjadi masukan bagi pemerintah dalam arah kebijakan 

dan implementasi pengelolaannya. 

Berdasarkan undang-undang RI nomor 41 tahun 

1999 tentang kehutanan menyatakan bahwa pengelolaan 

kawasan hutan dilakukan ditingkat pusat, provinsi, 

Kabupaten dan unit pengelolaan (KPH). Pengelolaan 
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hutan meliputi tata hutan dan penyusunan rencana 

pengelolaan hutan; pemanfaatan hutan dan penggunaan 

kawasan hutan; rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta 

perlindungan hutan dan konservasi alam. Oleh karen itu, 

dipandang penting untuk mengetahui bagaimana 

kebijakan pengelolaan Hutan Wosi dan 

implementasinya. Implementasi kebijakan adalah 

variabel paling penting yang pengaruhnya sangat besar 

dalam penyelesaian masalah publik. Implementasi juga 

menjadi pembuktian apakah pemerintah 

memiliki respon yang tepat dalam merangkul 

kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, bagaimana 

implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh 

pengelola untuk mempertahankan hutan merupakan 

faktor penentu dalam mewujudkan dan melestarikan 

hutan. 

Pemerintah Indonesia telah menjadikan 

pembangunan kehutanan sebagai bagian integral dari 

pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini karena 

hutan merupakan elemen kekayaan alam yang dapat 

diperbaharui. Berbagai kebijakan dibuat oleh pemerintah 

untuk mengelola hutan Indonesia antara lain dengan 

menetapkan kawasan-kawasan tertentu sebagai kawasan 

yang dapat dieksploitasi maupun kawasan-kawasan 

yang harus dilindungi. Hutan-hutan tersebut juga dapat 

dikelompokkan menjadi hutan yang berada di kawasan 

kehutanan biasa disebut kawasan hutan dan hutan yang 

berada di kawasan non-kehutanan atau biasa disebut 

sebagai Areal Penggunaan Lain (APL). Hutan-hutan 

yang ada di APL secara legal dapat ditebang, karena 
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keberadaan APL adalah untuk menopang pembangunan 

sektor non-kehutanan, sehingga tidak menutup 

kemungkinan bahwa hutan di APL akan hilang 

keberadaannya. Untuk menjawab situasi ini, sebuah 

strategi pembangunan hutan yang memiliki dimensi 

ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan merupakan hal 

yang sangat penting untuk dilakukan (DLH Kobar, 

2019). 

Permintaan terhadap lahan yang terus 

berkembang seiring dengan pertambahan jumlah 

penduduk di Kabupaten Manokwari khususnya di 

Kelurahan Wosi menjadi salah satu faktor pendorong 

penggunaan lahan. Penggunaan lahan hutan 

mengakibatkan perubahan tutupan lahan yang 

berdampak pada perubahan fungsi hutan. Hutan Wosi 

memiliki potensi sumber daya alam yang besar bagi 

masyarakat berupa potensi vegetasi dan jenis-jenis satwa 

liar yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam 

menunjang kehidupannya. Hutan Wosi memberikan 

manfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi 

masyarakat sekitar hutan. Manfaat langsung yang 

diperoleh melalui pemanfaatan hasil hutan berupa buah, 

obat-obatan, kayu bakar dan air minum dalam 

kehidupan sehari-hari(Nurapriyanto 2018; Mahmud 

2017; Sinery dan Mahmud 2014). Manfaat tidak langsung 

yang diperoleh berupa udara sejuk karena suplai oksigen 

dari hutan, area resapan air, dan pelestarian flora fauna 

khas sebagai investasi sumber daya alam (Zainuddin dan 

Tahnur 2018). 
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Penurunan luas tutupan hutan akan 

meningkatkan infiltrasi tanah dan evapotranspirasi. 

Penurunan luas tutupan hutan sebesar 10% dari kondisi 

existing menyebabkan 58% air hujan yang jatuh menjadi 

limpasan permukaan sehingga meningkatkan debit dan 

aliran permukaan. Kondisi ini dapat menyebabkan 

bencana hidrologis berupa banjir (Salim et al. 2019). 

Banjir merupakan salah satu dampak deforestasi hutan 

yang mengancam kehidupan masyarakat sebagaimana 

yang terjadi di Kelurahan Wosi. Sekitar 1.700 warga 

terdampak banjir yang dipicu oleh meluapnya kali Wosi 

akibat hujan deras dalam waktu yang lama (Costa, 2020). 

Selain banjir, dampak perubahan penggunaan lahan dan 

tutupan lahan yaitu hilangnya flora dan fauna, 

berkurangnya suplai oksigen yang merupakan sumber 

daya alam yang tak ternilai harganya. 

Hutan Wosi dengan status hutan open access 

memberi peluang bagi banyak pihak untuk merasa 

memiliki dan menguasai sehingga komitmen bersama 

semua pemangku kepentingan sangat dibutuhkan guna 

mewujudkan pengelolaan yang efektif, jelas dan terpadu. 

Melalui analisis stakeholder, dapat diketahui bagaimana 

tingkat kepentingan dan peran stakeholder dalam 

pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Wosi  dan apa saja 

manfaat ekonomi, sosial dan budaya bagi masyarkat di 

sekitar Hutan Wosi  serta bagaimana kebijakan dan 

implementasi yang dipandang penting bagi pemerintah, 

masyarakat dan kwasana hutan tersebut.  
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Geografi dan Iklim Kabupaten Manokwari 

 

Kabupaten Manokwari terletak pada 0015’ hingga 

3025’ Lintang Selatan dan 132025’ hingga 134045’ Bujur 

Timur. Luas administratif 3.168,28 km2 dengan rata- rata 

ketinggian 0 hingga 2.897 mdpl. Kabupaten Manokwari 

terbagi menjadi 9 Distrik, yaitu Warmare, Prafi, 

Manokwari Barat, Manokwari Timur, Manokwari Utara, 

Manokwari Selatan, Tanah Rubu, Masni dan Sidey. 

Distrik dengan wilayah terluas adalah Distrik Warmare 

dengan luas 674,84 km2, sedangkan luas Distrik terkecil 

adalah Distrik Manokwari Timur seluas 32 km2. 

Kabupaten Manokwari berbatasan langsung dengan 

Kabupaten Pegunungan Arfak dan Manokwari Selatan 

di sebelah selatan, berbatasan dengan Kabupaten 

Tambrauw di sebelah barat, dan berbatasan dengan 

samudera Pasifik di sebelah utara dan timur (BPS 

Kabupaten Manokwari 2020). 

Manokwari merupakan salah satu Kabupaten di 

Provinsi Papua Barat yang memiliki curah hujan tinggi. 

Rata-rata curah hujan tertinggi pada tahun 2018 

mencapai 417,1 mm2 dengan rata-rata suhu udara 

sepanjang tahun 2018 adalah 27,2 0C hingga 27,9 0C. 

Kecepatan angin tertinggi pada bulan Maret mencapai 

3,1 knot. Kabupaten Manokwari memiliki potensi 

geografis berupa tujuh sungai, empat gunung dan tiga 

danau yang masih terjaga keasriannya. Sungai 

terpanjang terletak di Distrik Masni, yaitu sungai Wariori 

dengan panjang 96 km. Danau terluas adalah danau 
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Kabori dengan luas 10 km2 dan gunung tertinggi adalah 

gunung Umsini. 

 

Pemerintahan dan Kependudukan Kabupaten 

Manokwari 

Kegiatan pemerintahan Kabupaten Manokwari 

dijalankan oleh sejumlah Satuan Kerja Pemerintahan 

Daerah (SKPD) yang terdiri dari 3.815 pegawai negeri 

sipil (PNS) daerah yang tercatat di Badan Kepegawaian 

Daerah (BKD) Kabupaten Manokwari tahun 2018. 

Pegawai laki-laki sebanyak 2.199 PNS dan pegawai 

perempuan sebanyak 1.696 PNS. Tingkat pendidikan 

didominasi oleh tingkat pendidikan SMA/sederajat 

sebanyak 1.294 orang. 

Jumlah penduduk kabupaten Manpokwari pada 

tahun 2019 sebanyak 177.346 orang yang mengalami 

pertumbuhan dari tahun 2018 sebesar 2,5%. Peningkatan 

ini disebabkan oleh tingginya angka kelahiran, 

rendahnya angka kematian dan besarnya migrasi 

penduduk ke Kabupaten Manokwari. Distrik terpadat 

adalah Manokwari Barat dengan jumlah penduduk 

94.006 orang atau sebesar 48,76% dari total penduduk di 

Manokwari. Distrik dengan jumlah penduduk terkecil 

adalah Distrik Tanah Rubu dengan jumlah penduduk 

sebanyak 3.475 orang atau sekitar 1,84%. 
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Luas Wilayah dan Kependudukan Distrik Manokwari 

Barat 

 
Luas administratif wilayah Disrtik Manokwari 

Barat adalah 93,46 km2 yang terbagi menjadi enam 

kelurahan dan empat kampung. Enam kelurahan 

tersebut adalah kelurahan Wosi, Sanggeng, Manokwari 

Barat, Padarni, Manokwari Timur, dan Amban. Empat 

kampung tersebut adalah kampung Tanah Merah Indah, 

Soribo, Inggramui dan Udopi. Secara keseluruhan, 

kelurahan dengan wilayah terluas adalah Kelurahan 

Manokwari Barat dengan luas 17,06 km2 atau 18,25% 

dari total wilayah Distrik Manokwari Barat. Kampung 

Tanah Merah Indah adalah Kampung terkecil di Distrik 

Manokwari Barat dengan luas 1,19 km2 atau 1,27% dari 

total luas wilayah Distrik Manokwari Barat. Distrik 

Manokwari Barat terdiri dari 66 Satuan Lingkungan 

Setempat berupa Rukun Warga (RW) dan 225 Rukun 

Tetangga (RT). Ibu kota Distrik Manokwari Barat adalah 

Kelurahan Sanggeng yang terdiri dari 10 RW dan 7 RT 

(BPS Kabupaten Manokwari, 2019). 

Jumlah penduduk Kabupaten Manokwari 

Pertengahan Tahun 2018 disajikan pada Gambar 2. 

Jumlah penduduk Distrik Manokwari Barat pada tahun 

2018 sebanyak 96.924 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk 

selama periode 2017 hingga 2018 sebesar 3,05%. 

Kepadatan penduduk tertinggi berada di Keluarahan 

Wosi. 
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Gambar 1. Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 

Menurut Distrik di Kabupaten Manokwari Tahun 2018 

 

Konsep Stakeholder 

Pemangku/stakeholder adalah setiap individu, 

kelompok atau pihak yang berkepentingan dengan 

organsasi dan hasil dari tindakanya. Contoh umum 

pemangku kepentingan dalam dunia bisnis meliputi 

karyawan, pelanggan, pemegang saham, pemasok, 

komunitas dan pemerintah (CFI, 2015). Teori stakeholder  

adalah teori dasar tentang bagaimana sebuah bisnis 

dapat bekerja dalam versi terbaiknya dan bagaimana 

dapat berjalan, bagaimana deskripsi, prespektif dan 

instrumen dapat bekerja pada satu waktu waktu secara 

bersama-sama (Freeman et al. 2010). Teori stakeholder 

menegaskan bahwa keberlangsungan perusahaan 

mensyaratkan dukungan para stakeholder. 

Kepentingan mereka harus diperhatikan dan aktivitas 

perusahaan sebaiknya diarahkan untuk memenuhi 

ekspektasi mereka (Ulum, 2017). Penciptaan berbagai 

nilai berupa keuangan, intelektual, spiritual, sosial, 
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emosional, budaya dan ekologi untuk konsumen, 

pemasok, karyawan, komunitas dan pemodal secara 

berkelanjutan dan etis, maka diperlukan keseimbangan 

kepentingan berbagai stakeholder (Gooyert et al. 2017). 

Teori stakeholder memberikan pengetahuan teoritis dasar 

bagi praktisi public relations untuk memahami 

bagaimana individu, kelompok dan organisasi eksternal 

mempengaruhi aktivitas organisasi tempat dia bekerja. 

Cakupan stakeholder cukup luas. Teori ini menjelaskan 

proses membangun relasi yang dilakukan organisasi 

dengan aktor di sekitar yang terkait dengan operasional 

sehari-hari. Teori stakeholder sebenarnya berkembang 

dari teori sistem, dimana organisasi juga merupakan 

suatu sistem dari subsistem sosial yang lebih luas. 

Sebagai anggota sistem, aktivitas organisasi memiliki 

konsekuensi atau dampak terhadap keberadaan 

subsistem lainnya. Oleh karena itu, organisasi butuh 

public relations sebagai alat mendeteksi dampak yang 

terjadi dari hubungan antar organisasi dan subsitem 

lainnya (Kriyantono, 2017). Istilah stakeholder 

digunakan pada konsep yang luas karena tergantung 

dari beragamnya disiplin ilmu dari berbagai praktisi 

akademik. Luasnya definisi stakeholder menjadi alasan 

topik wacana pada berbagai pembahasan. Luasnya 

interpretasi menjadi sumber acuan bagi praktisi 

akademik untuk memilih teori-teori yang relevan 

dengan disiplin ilmunya (Phillips, 2003). Keadaan ini 

membuat teori stakeholder kurang terintegrasi dan 

cenderung didefinisikan sesuai dengan keinginan 
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penulis. Hal ini menimbulkan banyak perdebatan pada 

akademisi (Phillips, 2010)  

Menurut   Rojas   (2007)   dalam   Laskara   (2015) 

pemangku kepentingan stakeholder yang berperan 

dalam suatu upaya pelestarian adalah pemerintah 

(goverment) sebagai pemeran utama dalam pemegang 

kebijakan, pihak swasta atau investor (privat 

philanthropy), para intelektual (cultural elite) yang 

berperan dalam mempromosikan kawasan pelestarian 

dan pihak yang membantu dalam mempromosikan 

kawasan (tour operators). Pelaksanaan sebuah 

kebijakan membutuhkan pemahaman yang baik oleh 

implementor atau pelaksana yang berkaitan dengan isi 

kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan 

setiap langkah dan proses implementasi suatu 

kebijakan, sehingga dalam pelaksanaan kebijakan 

tersebut tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan yang 

berkaitan dengan tugas dan fungsi implementor di 

lapangan. Pemahaman implementor terhadap isi 

kebijakan akan berimplikasi terhadap sikap 

implementor yang akan menunjukkan sikap 

mendukung atau tidak dalam sebuah pelaksanaan 

program. Ketidaktahuan dari implementor terhadap 

petunjuk pelaksanaan yang dibuat oleh atasan 

menyebabkan kekeliruan dalam pelaksanaan tugas nya 

di lapangan (Bessiar, 2020). Di sisi lain, Valente et al. 

(2015) menunjukkan bahwa partisipasi stakeholder 

dalam pembuatan kebijakan kehutanan di Portugal 

sangat terbatas.  
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Menurut   Rojas   (2007)   dalam   Laskara   (2015)   

pemangku kepentingan/stakeholder yang berperan 

dalam suatu upaya pelestarian adalah pemerintah 

(goverment) sebagai pemeran utama dalam pemegang 

kebijakan, pihak swasta atau investor (privat 

philanthropy), para intelektual (cultural elite) yang 

berperan dalam mempromosikan kawasan pelestarian 

dan pihak yang membantu dalam mempromosikan 

kawasan (tour operators). Pelaksanaan sebuah kebijakan 

membutuhkan pemahaman yang baik oleh implementor 

atau pelaksana yang berkaitan dengan isi kebijakan dan 

petunjuk teknis yang berkaitan dengan setiap langkah 

dan proses implementasi suatu kebijakan, sehingga 

dalam pelaksanaan kebijakan tersebut tidak terjadi 

kesalahan dan kekeliruan yang berkaitan dengan tugas 

dan fungsi implementor di lapangan. Pemahaman 

implementor terhadap isi kebijakan akan berimplikasi 

terhadap sikap implementor yang akan menunjukkan 

sikap mendukung atau tidak dalam sebuah pelaksanaan 

program. Ketidaktahuan dari implementor terhadap 

petunjuk pelaksanaan yang dibuat oleh atasan 

menyebabkan kekeliruan dalam pelaksanaan tugas nya 

di lapangan (Bessiar, 2020). Di sisi lain, Valente et al. 

(2015) menunjukkan bahwa partisipasi stakeholder 

dalam pembuatan kebijakan kehutanan di Portugal 

sangat terbatas. Hal ini tercermin dari buruknya 

implementasi kebijakan kehutanan, sehingga 

pengembangan metodologi partisipatif inovatif akan 

mampu mendorong kolaborasi antara stakeholder. 
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Konsep Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Open 

Access 

Kata open access secara bahasa diterjemahkan 

sebagai akses bebas. Dalam konteks kehutanan, open 

access berkonotasi negatif, yaitu berupa akses bebas oleh 

pihak swasta pemegang izin pengelolaan hutan berupa 

praktik-praktik pembalakan liar. Istilah ini sebagai mana 

digunakan oleh Menteri Kehutanan Siti Nurbaya melalui 

keterangan tertulis di Jakarta yang mengatakan bahwa 

akses bebas berdampak terhadap pembalakan liar yang 

akan menjadi pemicu utama kebakaran hutan di Jambi 

(Yud, 2015). Open access kawasan hutan juga diartikan 

sebagai kawasan hutan yang dengan mudah 

dimanfaatkan oleh masyarakat atau pihak lain secara 

ilegal tanpa pengawasan yang jelas dari pemerintah. 

Open access awalnya diduga banyak dilakukan pada 

hutan produksi, namun pada kenyataan di lapangan 

banyak juga dilakukan pada hutan konservasi dan hutan 

lindung (Susetyo, 2020). 

Berdasarkan Permenhut P.9/MENHUT-II/2010 

tentang Izin Pembuatan dan Penggunaan Koridor 

menjelaskan bahwa Areal Penggunaan Lain (APL) atau 

Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) adalah areal 

yang berstatus hutan negara yang berdasarkan 

Keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjunkan 

Kawasan Hutan dan perairan provinsi menjadi bukan 

kawasan hutan. Kawasan Areal Penggunaan Lain 

menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 50 Tahun 

2009 menjelaskan bahwa APL sebuah kawasan hutan 

yang berubah fungsinya boleh digunakan untuk 
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kegiatan ekonomi, seperti bidang perkebunan dan 

pembangunan pemukiman dengan tetap menjaga 

pengelolaan kawasan tersebut guna mendukung 

keseimbangan ekosistem. Data statistik menunjukkan 

bahwa APL di Indonesia mengalami peningkatan dari 

tahun 2014 hingga 2019 sebagai berikut: 

 
Sumber: www.bps.go.id. Update terakhir:  

7 Desember 2020 

 

Gambar 2. Luas Areal Penggunaan Lain di Indonesia 

Tahun 2014-2019 

 

Potensi Strategi kawasan di Era Otonomi Daerah 

 
Kawasan Hutan Lindung Wosi Rendani 

(KHLWR) memiliki potensi kawasan strategis bagi 

pembangunan daerah, nasional bahkan internasional 

terutama berupa perlindungan Bandara Udara Rendani 

Manokwari, perlindungan terhadapa ancaman banjir, 

perlindungan tata air dan jasa lingkungan, 

pengembangan ilmu pengetahuan. Potensi biofisik 

kawasan berupa keanekaragaman flora dan fauna 

indemik Papua, mengandung aneka tumbuhan yang 
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berkhasiat obat tradisional (herba) dan keunikkan fisik 

kawasan, memiliki air terjun dan goa alam yang unik, 

sebagai areal edukasi lingkungan, sebagai sumber air 

bersih dan aliran air bersih, serta potensi pemanfaatan 

Jasa Lingkungan dalam mendukung penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manokwari 

dari sektor kehutanan. Interaksi masyarakat dengan 

kawasan dalam bentuk Pemanfaatan kawasan dan hasil 

hutan sebesar 88 % atau 65 % bersumber dari jasa 

lingkungan, pertanian dan peternakan sebesar 2 % dan 

bersumber dari sektor lainnya 10 %. Pencapaian status 

hukum kawasan HLWR melalui negosiasi antara 

Pengelola Dinas Kehutanan Kabupaten sesuai 

kewenangannya, Instansi vertikal Kementrian 

Kehutanan dan horisontal lintas instansi Teknis Terkait 

daerah dan Masyarakat pemilik Hak Ulayat dengan 

berlandaskan pada (1). SK. Gubernur Kepala Daerah 

Propinsi Irian Barat No. 118/GIB/1969 tentang 

Penunjukan Kawasan Hutan Lindung Wosi Rendani, (2). 

SK. Menteri Kehutanan Nomor : 32/Kpts-II/2001 

tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan 

Hutan, (3) Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

(RTRWK) Manokwari tahun 2009 sampai 2029 Kawasan 

HLWR sebagai Hutan Lindung Resapan Air. Hasil 

Analitycal Hierarchy Process (AHP) menunjukan bahwa 

alternatif arah kebijakan prioritas untuk pengembangan 

pengelolaan KHLWR dinyatakan luas kawasan 

dipertahankan sebagai hutan tetap dengan bobot sebesar 

0,733 atau 73,30 % lebih besar bobot dikurangi kampung 

pemekaran hanya sebesar 26,70 %. Vektor prioritas 
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pelaku stakeholders terletak kewenangan puncak pada 

Dinas Kehutanan sebesar 43,30% dengan 

mempertimbangkan pada aspek Potensi Biofisik dan 

Interaksi Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat 

lebih dominan, sedangkan kebijakan alternatif 

penyelesaian konflik pengelolaan KHLWR diperlukan 

manajemen pemberdayaan keberpihakkan Masyarakat 

(Empowerring Management) sebesar 68 % sedangkan 

kewenangan (Power Sharring Management) sebesar 32%, 

dengan wujud kegiatan pengelolaan Hutan Kampung 

dan Hutan Kemasyarakatan (HKm) penghasil HHBK 

melalui pendekatan Pola Kemitraan dan Pola 

Kompensasi Hak Ulayat selama kurun waktu 

pengelolaan (Sinery dan Mahmud, 2014). 

Pengelolaan kawasan hutan tidak terlepas dari 

adanya persoalan-persoalan atau konflik lahan. Beberapa 

faktor yang mempengaruhi konflik lahan antara lain 

ekonomi, sosial, ekologi dan kebutuhan lahan pertanian. 

Beberapa bentuk konflik lahan antara lain tumpang 

tindih penggunaan lahan dan sengketa kepemilikan 

lahan. Di lain pihak, konflik sosial dapat terjadi antara 

penduduk pendatang dan penduduk asli. Hal ini 

merupakan salah satu hambatan dalam pembangunan 

KPH. Menurut Yang et al. (2020) manajemen dan 

perlindungan hutan adalah kunci bagi keberhasilan 

produksi hasil hutan. Kepemilikan lahan yang sah 

melalui sertifikat kepemilikan lahan pada masyarakat 

pedesaan tidak signifikan meningkatkan intensitas 

maupun frekuensi pengelolaan lahan hutan. Intensistas 

dan frekuensi pengelolaan hutan signifikan jika hutan 
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dipandang dan ditempatkan oleh masyarakat pedesaan 

sebagai sumber daya alam untuk masa depan. 

Lingkungan alam di seluruh dunia saat ini berada dalam 

tekanan karena pola hidup manusia yang konsumtif 

dalam menguras ekosistem alam untuk memenuhi 

kebutuhannya (Grilli et al. 2020). Oleh karena itu 

pengelolaan yang terpadu dan berkelanjutan adalah 

solusi yang tepat dalam menjaga kelestarian lingkungan 

alam atau hutan. Strategi konservasi di Uni Eropa 

ditujukan untuk meningkatkan konektivitas berbagai 

strategi konservasi seperti strategi pembangungan hijau 

dan nature 2000 di tingkat internasional, namun 

keberhasilan strategi konervasi sangat bergantung dari 

implementasi kebijakan di tingkat nasional (Zabel et al. 

2018). 

Pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat 

lokal merupakan cara untuk meningkatkan pelestarian 

sumber daya alam untuk masa depan. Hal ini seperti 

yang dikemukakan oleh Stapp et al. (2015) bahwa 

desentralisasi lembaga pengelolaan hutan seperti hutan 

kemasyarakatan (HKm) memegang peranan penting 

tidak hanya dalam memperlambat degradasi hutan, 

tetapi dapat menghentikan dan bahkan membalikkan 

tutupan hutan di wilayah yang dikelola. Tanpa pelibatan 

masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan hanya akan 

menghasilkan kegagalan dalam pengelolaan hutan. Hal 

ini seperti yang dikemukakan oleh Magessa et al. (2020) 

bahwa ada kesenjangan yang signifkan dalam 

pemberdayaan masyarakat lokal terutama dalam 

pengambilan keputusan dan akses hutan di Tanzania. 
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Pengelolaan dan akses hutan didominasi oleh pimpinan 

lembaga dan rekan-rekan dekatnya, tingkat akuntabilitas 

pimpinan lembaga pengelola yang rendah, dan adanya 

tingkat kepuasan yang rendah oleh masyarakat sehingga 

solusi yang diharapkan dalam pengelolaan hutan secara 

berkelanjutan hanya menghasilkan kegagalan. Di sisi lain 

pengetahuan tradisonal masyarakat/ kearifan lokal 

merupakan bagian penting dalam pengelolaan hutan 

berbasis masyarakat yang perlu diakomodir dalam 

kebijakan pengelolaan hutan oleh institusi pemerintah 

atau lembaga yang berwenang (Sierra-Huelsz et al. 2020). 

Metode Rapid Land Tenure Assessment (RATA) 

digunakan untuk menilai, menganalisis, memahami, dan 

menjelaskan secara ringkas suatu masalah dan/atau 

konflik sistem penguasaan tanah yang kompleks. 

Penggunaan metode ini menunjukkan bahwa masalah 

tenurial di kawasan KPH Wosi Rendani terjadi dengan 

telah diokupasinya kawasan hutan oleh pemukiman, 

fasilitas umum/sosial dan pusat perbelanjaan dalam 

bentuk desa definitif. Peran para pihak/aktor dalam 

penguasaan lahan di kawasan KPH Wosi Rendani sangat 

menentukan. Pemerintah pusat yang menerbitkan 

kebijakan tidak melakukan evaluasi terutama dalam tata 

batas kawasan dan ijin-ijin yang sudah tidak aktif. 

Sementara pemerintah daerah mengeluarkan Perda 

pembentukan desa definitif dan menerbitkan SPT pajak 

tahunan bagi penggarap lahan yang merupakan legal 

klaim. Tidak ada koordinasi antara Kementerian 

Kehutanan (sebagai penguasa kawasan) dengan para 

pihak di pemerintahan daerah dalam penerbitan 
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sertifikasi tanah. Oleh karena itu, disarankan adanya 

kebijakan yang dapat mengakomodasi kebutuhan 

masyarakat lokal. Salah satu pendekatan yang dapat 

dilakukan oleh Kementerian Kehutanan adalah dengan 

menjadikan lahan kawasan hutan menjadi lahan garapan 

dengan program HTR, HKM atau Hutan Desa serta 

melakukan tata batas ulang kawasan. Memperhatian 

RTRW Provinsi Papua Barat nomor 4 tahun 2013 tentang 

rencana tata ruang wilayah provinsi papua barat tahun 

2013-2033 bahwa dalam rangka mewujudkan 

keterpaduan antar sektor daerah dan masyarakat maka 

rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi 

investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, 

masyarakat dan atau dunia usaha. Ruang lingkup 

peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Provinsi 

Papua Barat meliputi ruang darat, laut dan udara 

termasuk di dalam bumi yang mencakup strategi 

penataan ruang dan rencana struktur ruang dan pola 

ruang wilayah Provinsi Papua Barat. 

 

Konsep Kebijakan 

 

Kebijakan adalah area atau wilayah suatu 

keputusan dibuat, oleh karena itu kebijakan tidak 

memberikan keputusan yang pasti (Sugiono, 2017). 

Kebijakan memberikan arah yang bersifat umum, dan 

area yang harus diikuti. Kebijakan bisa tertulis atau lisan 

yang memberikan arah dan batasan secara umum 

kepada pelaksana untuk bertindak. Kebijakan pada 

dasarnya adalah pernyataan individu, kelompok, atau 
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pemerintah secara tertulis atau lisan yang merupakan 

panduan umum untuk bertindak dalam rangka 

penyelesaian masalah dan pencapaian tujuan. Suatu 

kebijakan memberikan batas-batas keputusan boleh dan 

tidak boleh dibuat dan juga hanya memberikan batas-

batas untuk bertindak. Kebijakan dapat dibuat oleh 

setiap level pimpinan dalam organisasi pemerintah dan 

swasta yang sesuai dengan lingkup tugas 

kewenangannya. Contoh: Bapak sebagai pimpinan 

keluarga memberikan kebijakan lisan yang berbunyi 

semua anak dihimbau untuk melanjutkan studi ke 

perguruan tinggi. Berdasarkan kebijakan tersebut, maka 

anak- anak mempunyai kebebasan untuk memutuskan 

kuliah di mana saja, memilih jurusan apa saja yang 

penting anak-anak kuliah. Contoh lain di daerah tertentu 

telah ditetapkan sebagai daerah wisata. Berdasarkan 

kebijakan tersebut, maka daerah tersebut dapat 

dibangun hotel, restoran, tempat hiburan, area parkir, 

dan sejenisnya. Daerah tersebut tentunya tidak boleh 

dibangun sekolah atau perguruan tinggi karena 

lingkungan pendidikan berbeda dengan lingkungan 

wisata (Sugiono, 2017). Kebijakan di Indonesia muncul 

dengan frekuensi yang sangat tinggi. Hal ini karena 

kebijakan yang dibuat bersifat reaktif terhadap 

permasalahan yang muncul. Setiap muncul masalah, 

tanpa dipikir panjang langsung direaksi dengan 

membuat kebijakan. Permasalahan yang muncul tidak 

diteliti terlebih dahulu intensitas kepentingannya. 

Banyak kebijakan yang tidak konsisten dan saling 

overlap dengan kebijakan lain. Hal ini terjadi karena 



28 
 

 

 

sebelum membuat kebijakan tidak dilakukan penelitian 

atau analisis terhadap kebijakan yang telah ada. Selain 

itu, kebijakan tidak dirumuskan berdasarkan data yang 

akurat sehingga tidak ada informasi yang lengkap yang 

dapat digunakan sebagai bahan dalam pembuatan 

kebijakan. Di sisi lain, proses perumusan kebijakan tidak 

dilakukan secara baik, karena mungkin tidak memahami 

proses kebijakan atau memahami proses kebijakan 

namun terdesak oleh waktu atau memang tidak mau 

menerapkan proses pembuatan kebijakan yang baik 

(Sugiono, 2017). 

Implementasi merupakan terjemahan dari kata 

implementation yang berasal dari kata to implement. 

Pressman dan Wildavski (1973) mengemukakan bahwa 

implementation as to carry out, accomplish, fullfil, 

produce, complete. Implementasi yaitu untuk membawa, 

menyelesaikan, mengisi, menghasilkan dan melengkapi. 

Jadi, secara etimologis implementasi dapat dimaksudkan 

sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan 

peneyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan 

sarana untuk memperoleh hasil. Implementasi kebijakan 

merupakan suatu tahapan yang krusial, karena jika suatu 

kebijakan sudah dibuat dan tidak dilaksanakan maka 

kebijakan tersebut dinyatakan gagal atau tidak berhasil. 

Oleh karena itu, pejabat yang berwenang harus 

memikirkan bagaimana memilih dan membuat 

kebijakan. 

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat 

ditentukan oleh aparatur birokrasi di samping sistem 

yang melengkapinya. Usaha untuk melaksanakan 
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kebijakan membutuhkan keahlian dan keterampilan 

menguasai persoalan yang dikerjakan. Oleh karena itu, 

kedudukan birokrasi dalam hal implementasi sangat 

strategis (Jamaluil dan Hakim, 2020). Selanjutnya 

Anderson (1978) mengemukakan bahwa “ policy 

implementation is the application of the policy the 

goverment’s administrative machinery to the problem”. 

Implementasi kebijakan sebagai suatu tindakan yang 

dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara 

individual maupun kelompok yang dimaksudkan untuk 

mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan dalam 

kebijakan. 

Menurut Lubis (2015) Kepatuhan hukum adalah 

kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk 

kesetian masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang 

diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan 

dalam bentuk perilaku yang nyatanya taat terhadap 

nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan 

dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat. Kepatuhan 

hukum masyarkat pada hakikatnya adalah kesadaran 

dan kesetian masyarakat terhadap hukum yang berlaku 

sebagai aturan main, sebagai konsekuensi hidup 

bersama, di mana kesetian tersebut diwujudkan dalam 

bentuk perilaku yang senyatanya patuh pada hukum. 

Tingkat kepatuhan implementor terhadap 

kebijakan merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan 

implementasi kebijakan. Pendekatan kepatuhan 

mengacu pada perilaku implementor itu sendiri, apakah 

sesuai dengan standar dan prosedur serta aturan yang 

telah ditetapkan oleh kebijakan. Tingkat kepatuhan juga 



30 
 

 

 

melihat sejauh mana pemahaman implementor dalam 

melaksanakan tugas yang telah diberikan dan sesuai 

dengan apa yang ada dalam kebijakan. sebagai contoh 

kepatuhan masyarakat dalam memerangi ilegal loging, 

dalam berlalu lintas misalnya kepatuhan masyarakat 

menggunakan helm saat berkendara dapat berjalan 

optimal jika peran implementor dilaksanakan dengan 

baik. Jamalulail dan Hakim (2020) juga menunjukkan 

bahwa tingkat kepatuhan dan adanya respon dari 

pelaksana dalam kebijakan perhutanan sosial di 

kabupaten Bekasi belum seimbang, 

karena di tingkat masyarakat biasa kepatuhan 

masyarakat sangat baik, sedangkan ditingkat masyarakat 

yang memiliki lahan garapan kurang patuh karena 

mereka berasumsi negara akan merampas lahan garapan 

yang sudah lama mereka miliki. 

 

Peraturan Pemerintah tentang Kesatuan Pengelolaan 

Hutan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan 

pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar 

 

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 pasal 17 
mengatur kesatuan pengelolaan hutan dibagi hingga 
unit terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukkannya 
yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Seluruh 
kawasan hutan pada dasarnya memiliki tiga fungsi 
yaitu, fungsi lindung, konservasi dan produksi. Kesatuan 
Pengelolaan Hutan (KPH) dapat memiliki satu atau lebih 
dari suatu fungsi pokok tersebut. Satu KPH dapat terdiri 
dari lebih dari satu fungsi pokok apabila terdapat 
kawasan hutan dengan fungsi pokok tertentu yang tidak 



31 
 

 

 

layak dijadikan 1 unit KPH maka digabung dengan unit 
KPH yang lain. Tujuan pembentukan KPH adalah 
memberikan kepastian areal kerja pengelolaan hutan 
untuk menghindari open access, memastikan wilayah 
tanggung jawab pengelolaan dari suatu organisasi 
pengelolaan tertentu, menjadi dasar dalam penyusunan 
rencana pengembangan usaha, meningkatnya legitimasi 
status sebagai salah satu sara memperoleh kepastian 
hukum wilayah pengelolaan hutan, terlaksananya 
penerapan kriteria dan standar pengelolaan hutan lestari 
dan terbentuknya organisasi pengelolaan KPH. 

Peraturan menteri kehutanan nomor p.6/Menhut-
II/2009 tentang pembentukan KPH menyatakan bahwa 
KPH adalah wilayah pengelolaan hutan berdasarkan 
fungsi pokok dan peruntukkannya yang dapat dikelola 
secara efisien dan lestari. Pembentukan KPH 
mempertimbangkan: karakter hutan, fungsi hutan, 
kondisi daerah aliran sungai, kondisi sosial, budaya, 
ekonomi masyarakat, kelembagaan masyarakat setempat 
termasuk masyrakat hukum adat, batas administrasi 
pemerintahan, hamparan yang secara geografis 
merupakan satu kesatuan, batas alam atau buatan yang 
bersifat permanen dan penguasaan lahan. 
  Peratuan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
14 tahun 2015 tentang tata cara perubahan peruntukan 
dan fungsi kawasan hutan Pasal 1 Ayat 13 menyatakan 
bahwa perubahan peruntukan kawasan hutan adalah 
perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan 
hutan. pasal 2 menyatakan bahwa perubahan 
peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi 
kawasan hutan dilakukan untuk memenuhi dinamika 
pembangunan nasional serta aspirasi masyarkat dengan 
berlandaskan pada optimalisasi distribusi fungsi dan 
manfaat kawasan hutan secara lestari dan berkelanjtuan, 
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serta keberadaan kawasan hutan dengan luasan yang 
cukup dan sebaran yang proposional. 

Perubahan peruntukan kawasan hutan untuk 

wilayah provinsi diatur dalam Pasal 29 PP RI Nomor 14 

tahun 2015. Perubahan peruntukan kawasan hutan 

untuk wilayah provinsi diusulkan oleh gubernur kepada 

menteri yang diintegrasikan dalam Rencana Tata ruang 

Wilayah Provinsi. Menteri setelah menerima usulan    

perubahan peruntukan kawasan hutan menemukan 

bahwa usulan tersebut berpotensi menimbulkan dampak 

atau resiko lingkungan, maka gubernur wajib 

menyampaikan kajian lingkungan hidup strategis 

kepada menteri. Jika hasil kajian lingkungan hidup 

strategis menunjukkan ketidaklayakan daya dukung 

lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup, 

maka menteri menolak usulan perubahan peruntukan 

kawasan hutan tersebut. 

Perubahan kawasan hutan yang berdampak 

penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis 

diatur dalam Pasal 48 PP RI Nomor 14 tahun 2015. Pasal 

tersebut menyatakan bahwa perubahan kawasan hutan 

yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta 

bernilai strategis merupakan perubahan peruntukan 

kawasan hutan yang menimbulkan pengaruh terhadap 

kondisi biofisik dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. 

Perubahan biofisik yaitu perubahan yang mengakibatkan 

penurunan atau peningkatan kualitas iklim atau 

ekosistem dan atau tata air akibat fenomena alam atau 

akibat tekanan pembangunan dan pertumbuhan 

penduduk. Penurunan atau peningkatan kualitas iklim 
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adalah peningkatan atau penurunan kulaitas unsur-

unsur mikro antara lain suhu udara, kelembaban relatif 

udara, intesitas cahaya dan kecepatan angin. Penurunan 

atau peningkatan kualitas ekosistem antara lain 

penurunan atau peningkatan kualitas keanekaragaman 

hayati 

dan habitat flora dan fauna serta keindahan bentang 

alam. Penurunan atau peningkatan kualitas tata air 

antara lain mencakup penurunan atau peningkatan 

kuantitas dan kualitas air yang dimulai dari proses 

penerimaan, penyimpanan, pengisian, pelepasan dan 

kehilangan air. Perubahan yang menimbulkan 

perubahan terhadap kondisi sosial dan ekonomi 

masyarakat yang mengakibatkan penurunan atau 

peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat bagi 

kehidupan generasi sekarang dan yang akan datang. 

Penurunan atau peningkatan kualitas sosial masyarakat 

yang dimaksud adalah penurunan atau peningkatan 

yang terkait dengan tingkat pendapatan, pendidikan dan 

kesehatan. 

Perubahan status kawasan hutan adalah suatu 

proses perubahan kawasan hutan menjadi bukan 

kawasan hutan serta penunjukkan parsial areal 

penggunaan lain (APL). Tuntutan pembangunan sektor 

kehutanan maupun non-kehutanan menyebabkan 

perubahan fungsi kawasan hutan dalam skala besar 

tidak terhindarkan. Masalah utama dalam perubahan 

fungsi hutan adalah sangat cepatnya perubahan yang 

terjadi tanpa diimbangi dengan proses pengukuhan 

kawasan hutan selanjutnya. Akibatnya penetapan fungsi 
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kawasan hutan tidak memiliki dasar yuridis yang kuat 

dan menjadi persoalan dikemudain hari (Direktorat 

Penelitian dan Pengembangan KPK, 2010). 

Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan 

satwa liar. Kegiatan pengawetan daapat dilakukan di 

dalam habitatnya maupun di luar habitat aslinya. 

Pengawetan jenis tumbuhan dan hewan dilakukan 

melalui kegiatan pengelolaan di dalam habitatnya di atur 

dalam Pasal 8 PP Nomor 7 Tahun 1999, yaitu: 

1. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dilakukan 

melalui kegiatan pengelolaan in situ 

2. Dalam mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) dilakukan kegiatan pengelolaan eksitu 

untuk menambah dan memulihkan populasi. 

3. Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa di dalam 

habitatnya dilakukan dalam bentuk kegiatan 

identifikasi, inventarisasi, pemantuan, pembinaan 

habitat dan populasinya, penyelamatan jenis, 

penelitian dan pengembangannya. 

4. Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa di luar 

habitatnya dilakukan dalam bentuk kegiatan 

pemeliharaan, pengembangbiakan, pengkajian, 

penelitian dan pengembangan, rehabilitasi satwa, 

penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa. 

 

Kegiatan pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa yang 

dilakukan di luar habitat asli nya (eksitu) diatur dalam 

pasal 15 PP Nomor 7 Tahun 1999, yaitu: 
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1. Melakukan pemeliharaan berbagai jenis tumbuhan 

dan satwa yang berada di luar habitatnya 

dilaksanakan agar dapat menyelamatkan sumber daya 

alam secara genetik 

2. Pemeliharaan jenis di luar habitat wajib memenuhi 

syarat, memenuhi standar kesehatan tumbuhan dan 

satwa, menyediakan tempat yang cukup luas, aman 

dan nyaman serta mempunyai dan mempekerjakan 

tenaga ahli dalam bidang medis dan pemeliharaan. 

Peratuan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 1999 tenang pemanfaatan jenis tumbuhan dan 

satwa liar. Tumbuhan dan satwa liar merupakan bagian 

dari sumber daya alam hayati yang dapat dipergunakan 

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan 

pemanfaatannya dilakukan dengan memperhatikan 

kelangsungan potensi, daya dukung dan 

keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar. 

 
Konsep Manfaat Ekonomi Sumber Daya Hutan 

 

Nilai merupakan persepsi manusia mengenai 

makna suatu objek (sumber daya hutan) bagi individu 

tertentu pada tempat dan waktu tertentu. Oleh karena itu 

akan terjadi keragaman nilai sumber daya hutan 

berdasarkan pada persepsi dan lokasi masyarakat yang 

berbeda-beda. Nilai sumber daya hutan sendiri berasal 

dari berbagai manfaat yang diperoleh masyarakat. 

Masyarakat yang menerima manfaat secara langsung 

akan memiliki persepsi yang berbeda dengan 

masyarakat yang menerima manfaat secara tidak 



36 
 

 

 

langsung. Masyarkat yang menerima manfaat secara 

langsung akan memiliki persepsi yang positif terhadap 

sumber daya hutan dan hal tersebut dapat ditunjukkan 

dengan tingginya nilai sumber daya hutan tersebut. Hal 

tersebut bisa saja berbeda dengan masyarakat yang 

tinggal jauh dari hutan dan tidak menerima manfaat 

hutan secara langsung (Nurfatriani, 2006). 

Nilai manfaat yang menggambarkan nilai 

ekonomi total dibagi menjadi dua, yaitu nilai guna dan 

nilai bukan guna. Nilai guna dibagi lagi menjadi tiga, 

yaitu nilai guna langsung, nilai guna tidak langsung dan 

nilai pilihan. Nilai guna langsung berupa hasil yang 

dapat dikonsumsi/digunakan secara langsung seperti 

kayu, makanan, biomasa, rekreasi, tumbuhan obat, dan 

hasil hutan lainnya yang bisa langsung digunakan. Nilai 

guna tidak langsung seperti manfaat fungsi ekologis, 

pengendalian banjir, dan perlindungan terhadap angin. 

Nilai pilihan yaitu nilai langsung dan tak langsung yang 

akan datang seperti keanekaragaman hayati dan 

perlindungan habitat. Nilai bukan guna dibagi menjadi 

tiga, yaitu nilai pilihan, nilai keberadaan, dan nilai bukan 

guna lainya. Nilai pilihan yaitu nilai langsung dan tak 

langsung yang akan datang seperti keanekaragaman 

hayati dan perlindungan habitat, nilai pilihan yaitu 

berupa nilai pengetahuan akan habitat dan spesies 

langka. Nilai ekonomi total merupakan penjumlahan 

dari nilai guna langsung, nilai guna tidak langsung dan 

nilai non guna (Pearce, 1992 dalam Nurfatriani, 2006). 

Nilai guna langsung merupakan nilai dari 

manfaat yang langsung dapat diambil dari sumber daya 
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hayati. Sebagai contoh, manfaat penggunaan sumber 

daya hutan sebagai input untuk proses produksi atau 

sebagai barang konsumsi. Berbeda dengan nilai guna 

tidak langsung, yaitu nilai dari manfaat yang secara 

tidak langsung dirasakan manfaatnya dan dapat berupa 

hal yang mendukung nilai guna langsung, seperti 

berbagai manfaat yang bersifat fungsional yaitu manfaat 

ekologis hutan. sedangkan nilai bukan guna adalah yaitu 

semua manfaat yang dihasilkan bukan dari hasil 

interaksi secara fisik antara hutan dan pengguna. Nilai 

pilihan mengacu pada nilai penggunaan langsung dan 

tak langsung yang berpotensi dihasilkan di masa depan. 

Hal ini meliputi manfaat sumber daya alam yang 

dipertahankan untuk kepentingan yang akan datang 

apabila terdapat ketidakpastian akan ketersedian sumber 

daya hayati tersebut untuk pemanfaatan yang akan 

datang. Contohnya ketersediaan sumber daya genetik 

hutan tropis untuk masa depan (Nurfatriani, 2006). 

 

Konsep Limpasan Permukaan 

 

Limpasan permukaan merupakan air hujan yang 

tidak dapat ditahan oleh tanah, vegetasi atau cekungan 

dan akhirnya mengalir langsung ke sungai dan laut. 

Besarnya nilai aliran permukaan sangat menentukan 

besarnya tingkat kerusakan akibat erosi maupun banjir. 

Besarnya nilai aliran permukaan dipengaruhi oleh curah 

hujan, vegetasi (penutupan lahan), dan adanya 

bangunan penyimpanan air. Limpasan permukaan atau 

aliran permukaan juga merupakan air hujan yang 
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mengalir di atas permukaan tanah dan mengangkut 

partikel-partikel tanah. Limpasan terjadi karena 

intensitas hujan di suatu daerah melebihi kapasitas 

infiltrasi, setelah laju infiltrasi terpenuhi air akan mengisi 

cekungan-cekungan pada permukaan tanah. Setelah 

cekungan-cekungan tersebut penuh, selanjutnya air akan 

mengalir (melimpas) di atas permukaan tanah (surface 

runoff). 

Metode rasional banyak digunakan untuk 

memperikrakan debit puncak yang ditimbulkan oleh 

hujan deras pada daerah tangkapan (DAS) kecil apabila 

distribusi hujan dapat dianggap seragam dalam suatu 

ruang dan waktu dan biasanya durasi hujan melebihi 

waktu konsentrasi. Metode rasional dapat 

menggambarkan hubungan antara debit limpasan dan 

besarnya curah hujan. Data untuk penentuan debit banjir 

yang digunakan adalah data curah hujan, di mana curah 

hujan merupakan salah satu dari beberapa data yang 

dapat digunakan untuk memperkirakan besarnya debiit 

banjir rencana dengan persamaan rasional dengan rumus 

Q= C.I.A (Suripin 2004 dalam Rohyanti dan Nurlina, 

2015). 

Jumlah air yang menjadi limpasan sangat 

bergantung pada jumlah air hujan per satuan waktu 

(intensitas), keadaan penutupan lahan, topografi 

(terutama kemiringan lereng), dan jenis tanah. 

Sedangkan jumlah dan kecepatan limpasan permukaan 

bergantung pada luas areal tangkapan, koeefisien 

runnoff dan intensitas hujan maksimum. Limpasan 

permukaan ini berasal dari overland flow (aliran darat) 
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yang segera masuk ke dalam alur sungai. Komponen ini 

merupakan aliran air yang sama (Gafuri et al. 2016). 

 
Pemantauan Sumber Daya Hutan dengan Citra Satelit 

Pemantauan sumber daya hutan di tingkat 
nasional dilakukan dengan menggunakan remote 
sensing (citra satelit) dan ground survey (pemasangan 
Temporary Sample Plot/Permanenet Sample Plot). 
Pemantauan SDH tingkat nasional dengan citra satelit 
dilakukan setiap tiga tahun. Hal ini terutama disebabkan 
karena faktor cuaca Indonesia yang cenderung berawan 
sepanjang tahun. Pemantauan SDH nasional dengan 
citra satelit resolusi sedang dan tinggi tidak dilakukan 
secara rutin (purposive). Khusus untuk penafsiran citra 
satelit resolusi tinggi sampai saat ini masih terbatas pada 
unit wilayah pengelolaan (HPH) dan taman nasional. 
Tidak handalnya citra satelit yang tersedia 
mengakibatkan rencana kehutanan disusun berdasarkan 
pada kondisi sumber daya hutan yang tidak aktual. 
Tidak adanya unit pengelolaan di tingkat tapak 
menyebabkan tidak adanya pemantauan sumber daya 
hutan pada tingkat mikro, akibatnya perambahan hutan 
tidak terdeteksi, sehingga tidak teratasi tepat waktu, 
perencanaan rehabilitasi lahan tidak memiliki dasar 
perencanaan spasial yang kuat 
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Topik Pengamatan 
 

Konsep-konsep yang diamati untuk mengetahui 

permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan dan 

pelestarian Hutan Wosi dijabarkan sebagai berikut: 

1. Arahan strategis dan regulasi pemanfaatan dan 

pelestarian Hutan Wosi. 

2. Koordinasi antara stakeholder 

3. Bentuk-bentuk kepentingan Stakeholder yang 

terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan Hutan 

Wosi. 

 

Populasi dan Sampel 

Populasi lokasi ini berbentuk populasi 

karakteristik yang ditentukan berdasarkan teori yang 

relevan dengan identifikasi stakeholder/pemangku 

kepentingan dan peranannya dalam pengelolaan dan 

pelestarian Hutan Wosi di Kabupaten Manokwari. 

Menurut Rojas (2007) terdapat lima stakeholder yang 

terlibat dalam suatu upaya pelestarian yaitu pemerintah 

(goverment) sebagai pemeran utama dalam pemegang 

kebijakan, pihak swasta/investor (privat philanthropy), 

para intelektual (cultural elite), lembaga swadaya 

masyarakat dan masyarakat umum. Pemerintah dalam 

penelitian ini adalah Dinas Kehutanan dan Lingkungan 

Hidup Provinsi Papua Barat berperan dalam pengelolaan 

hutan ditingkat Provinsi, Badan Perencaanan dan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Manokwari dan 

komisi 2 DPRD Kabupaten Manokwari yang berperan 
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dalam merencanakan pembangunan daerah di 

Kabupaten Manokwari dan dan Dinas Pekerjaan Umum 

Kabupaten Manokwari yang berperan dalam 

melaksanakan pembangunan di Kabupaten Manokwari. 

Para intelektual yang berperan dalam upaya 

penyelamatan ekosistem untuk menjamin kelestarian 

sumber daya alam di Hutan Wosi. Lembaga Swadaya 

Masyarakat yang berperan dalam kepedulian yang tinggi 

terhadap pelestarian ekosistem alam sebagai sumber 

daya alam penyanggah kehidupan masyarakat. Pihak 

swasta yang berperan sebagai pengembang/developer 

perumahan yang berperan dalam pemanfaatan Hutan 

Wosi. 

Teknik Sampling 
 

Sampel yang digunakan ditentukan berdasarkan 

teknik purposive sampling. Kiriteria informan yang 

digunakan dalam penelitian disajikan dalam Tabel 1. 

Informan-informan tersebut dipilih karena merupakan 

bagian penting yang berperan dalam pembuatan 

kebijakan dan implementasi kebijakan perubahan 

penggunaan lahan hutan menjadi areal penggunaan lain. 
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Tabel 1. Kriteria Sumber Data yang Digunakan dalam 
Penelitian. 

 
 

Teknik Pengumpulan Data 

 

Data kualitatif bersifat naturalistik karena data 

diambil pada kondisi alam (Sugiono, 2010). Data 

Kuantitatif terkait dengan perhitungan daya dukung 

lingkungan (carrying capacity) di Hutan Wosi. Data yang 

dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. 

Data primer dikumpulkan dengan teknik wawancara 

dan observasi pada informan yang telah dientukan. Data 

sekunder diperoleh melalui studi literatur dan 

dokumentasi. 

 

Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen adalah alat atau fasilitas yang 

digunakan oleh seseorang dalam mengumpulkan data. 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data 

kualitatif dari informan sebagai instrumen kunci dan 

panduan wawancara. Instrumen yang digunakan untuk 
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mengumpulkan data kuantitatif dari responden adalah 

kuesioner. Instrumen yang digunakan sebanyak lima 

instrumen berdasarkan banyaknya jumlah variabel 

pengamatan. Panduan wawancara disajikan pada bagian 

akhir proposal penelitian ini. 

 

Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah 

analisis data manual MDAP metode (Manual Data 

Analysis Procedures) (Burhan Bungin 2021). MDAP 

terdiri dari unsur-unsur catatan harian (notes), transkrip, 

coding, tema, kategorisasi dan memos. Analisis data 

pada penelitian ini dilakukan sepanjang proses 

penelitian. Pada penelitian ini juga dilakukan metode 

triangulasi sumber, yaitu kepada stakeholder kunci. 

Tahap pelaksanan analsis MDAP adalah sebagai berikut: 

 
 

Gambar Tahap Analisis Data Manual (MDAP) 
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Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan 

Kawasan Hutan Wosi 

 

Tolak ukur keberhasilan implementasi kebijakan 

terbagi menjadi empat yaitu komunikasi (delivery 

output), kepatuhan melaksanakan kebijakan, hasil 

kebijakan (policy effect) dan dampak kebijakan (outcome 

kebijakan) (Sugiyono, 2017). Hasil kebijakan dilihat dari 

perubahan penggunaan lahan Hutan Wosi oleh 

masyarakat. Dampak kebijakan dilihat dari perubahan 

tutupan lahan, perubahan biofisik hutan, serta nilai 

ekonomi dan sosial budaya masyarakat di sekitar Hutan 

Wosi. 

 

Topik Pengamatan 
Variabel kualitatif diperoleh dari wawancara pada 

informan, responden, observasi dan dokumentasi. 
Variabel kuantitatif diperoleh dari observasi bentuk- 
bentuk kegiatan masyarakat di Hutan Wosi dan menilai 
manfaat ekonomi dan sosial budaya masyarakat sebagai 
hasil kebijakan serta melihat dampak perubahan hutan 
terhadap biofisik hutan dan kehidupan masyarakat. 
Adapun variabel yang diamati sebagai berikut: 
1. Pengambilan hasil hutan kayu, non kayu dan 

pembuatan kebun. Variabel hasil hutan kayu terdiri 

dari jenis kayu yang diambil, jumlah pengambilan, 

dan frekuensi pengambilan. Variabel pengambilan 

hasil hutan non kayu terdiri dari Perburuan satwa 

liar, pengambilan kayu bakar, arang kayu, 

pengambilan sayur dan buah, serta air minum. 
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Variabel perburuan satwa liar, kayu bakar, 

arangkayu dan sayur serta buah terdiri dari jenis 

yang diburu/diambil, jumlah 

perburuan/pengambilan, dan frekuensi 

perburuan/pengambilan. Variabel pemanfaatan air 

minum terdiri dari frekuensi pengambilan dan 

jumlah tiap pengambilan. Variabel pembuatan kebun 

terdiri dari jenis tanaman yang dibudidayakan, luas 

lahan yang dimanfaatkan, dan lama pemanfaatan. 

2. Pengamatan jenis-jenis tumbuhan dan hewan di 

Hutan Wosi. 

3. Nilai ekonomi sumber daya hutan sebagai salah satu 

potensi yang dimiliki Hutan Wosi. 

4. Interaksi dan komunikasi antar masyarakat yang 

berdomisili di dalam area hutan dan interaksi antar 

masyarakat di luar areal hutan dengan masyarakat 

di dalam areal hutan. 

5. Pengamatan limpasan permukaan pada kali Wosi 

sebagai dampak perubahan Hutan Wosi terhadap 

kehidupan masyarakat di sekitar Hutan Wosi. 
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Tabel 2 Rincian Data, Sumber Data, Metode 

Pengumpulan Data dan Analisis Data 

 
Variabel jenis-jenis tumbuhan dan hewan di 

Hutan Wosi, bentuk-bentuk aktivitas dan tujuan 

aktivitas masyarakat di dalam Hutan Wosi 

menggunakan analisis deskriptif yang disajikan dalam 

bentuk kalimat, gambar dan tabel. Teknik analisis data 

yang digunakan untuk menganalisis nilai ekonomi yang 

diperoleh masyarakat sekitar kawasan dalam 

memanfaatkan sumber daya Hutan Wosi digunakan 

analisis kuantitatif berdasarkan angka-angka yang 

menjelaskan nilai ekonomi Hutan Wosi. Penilaian 

ekonomi sumberdaya hutan mengikuti metode 

Bakosurtanal (2005) dan Bann (1998) dengan tahapan 

sebagai berikut: 

1. Identifikasi manfaat dan fungsi-fungsi sumberdaya 

hutan. 
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2. Dampak kuantitatif dinyatakan dalam nilai uang 

(rupiah). 

 

 

1. Identifikasi manfaat dan fungsi-fungsi sumberdaya 

hutan. 

 
 

Gambar 5. I dentifikasi Manfaat dan Fungsi-fungsi 

Sumberdaya Hutan. 

 

 

a. Manfaat Langsung (Direct Use Value) 

Manfaat langsung adalah adalah nilai yang 

dihasilkan dari pemanfaatan secara langsung dari 

suatu sumberdaya Hutan Wosi yang dapat 

dikonsumsi atau digunakan secara langsung 

seperti hasil hutan berupa buah, obat-obatan, 

kayu bakar, hasil perburuan dan air minum. 

b. Manfaat Tidak Langsung (Indirect Use Value) 

Manfaat tidak langsung adalah nilai yang 

dirasakan secara tidak langsung oleh masyarakat 
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terhadap barang dan jasa yang dihasilkan 

sumberdaya dan lingkungan (Fauzi, 2002). 

Manfaat tidak langsung yang dirasakan oleh 

masyarakat dari Hutan Wosi adalah penghasil 

oksigen bagi masyarakat, penyerap karbon, 

habitat bagi tumbuhan dan satwa liar, serta 

manfaat sebagai daerah resapan air. 

c. Manfaat Pilihan (Option Value) 

Manfaat pilihan adalah suatu nilai yang 

menunjukan kesediaan seseorang untuk menjaga 

dan melindungi guna melestarikan ekosistem 

Hutan Wosi bagi pemanfaatan di masa depan. 

Nilai ini didekati dengan mengacu pada nilai 

keanekaragaman hayati (biodiversity) tutupan 

lahan Hutan Wosi. 

 

d. Manfaat Keberadaan (Existence Value) 

Manfaat keberadaa adalah nilai yang 

menunjukkan kesediaan seseorang atau individu, 

stakeholder untuk membayar demi menjaga 

kelestarian sumberdaya (konservasi), bagi 

pemanfaatan di masa depan dan potensi yang ada 

(Fahrudin 1996). Manfaat pilihan ini didekati 

dengan mengacu Contingen Value Method 

(Willingness to pay/WTP) untuk dampak yang 

dirasakan oleh masyarakat sekitar kawasan. WTP 

dipergunakan untuk menilai manfaat pelestarian 

kawasan dengan maksud biaya yang ada tersebut 



50 

diperuntukan untuk dana pengelolaan kawasan 

tersebut seperti kegiatan rehabilitasi lahan, 

pengamanan hutan, pemadaman kebakaran. 

 

2. Kuantifikasi Manfaat ke dalam Nilai Uang (dalam 

rupiah per tahun) 

         Setelah  seluruh manfaat dapat 

diidentifikasi, selanjutnya adalah 

mengkuantifikasi seluruh manfaat ke dalam nilai 

uang dengan beberapa nilai yaitu: 

a. Nila Manfaat langsung (Direct Use Value) 

ML = ML1 + ML2 + ML3 + ML4 + ML5 

(dimasukan dalam nilai rupiah/tahun) Dimana : 

ML= Manfaat Langsung 

ML1 = Manfaat Langsung kayu 

ML2 = Manfaat Langsung kayu bakar  

ML3 = Manfaat Langsung arang soang  

ML4 = Manfaat Langsung perburuan  

ML5 = Manfaat Langsung hasil kebun 

           5 

𝑴𝑳 = ∑ 𝑴𝑳𝑖 

          𝑖=1 

 

b. Manfaat Tidak Langsung (Indirect Use Value) 

MTL = MTL1 + MTL2 + ML3 (dimasukan dalam 

nilai rupiah/tahun) 

 

Dimana: 
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MTL = Manfaat Tidak Langsung 

MTL1 = Manfaat Tidak Langsung sebagai sumber 

air bersih.  

MTL2 = Manfaat Tidak Langsung sebagai habitat 

bagi satwa liar.  

MTL3 = Manfaat Tidak Langsung sebagai 

penyuplai oksigen. 

MTL4 = Manfaat Tidak Langsung sebagai 

pengendali banjir dan erosi 

 

NMTL = WTPr x JP 

WTPr = WTPi / ni 

i = 1 

 

Dimana : 

NMTL = Nilai Manfaat Tidak Langsung (sumber 

air, habitat flora dan fauna penyuplai oksigen dan 

sebagai pengendali banjir dan erosi) 

WTP = Rata-rata kesedian membayar  

(Rp/tahun/orang)  

WTPi  = Kesedian membayar responden ke i 

(Rp/tahun) Ni = Jumlah Responden 

JP = Jumlah Populasi 

 

c. Manfaat Pilihan (Option Value) 

Menurut Brown dan Pearce (1994) dalam Widada 

(2004) hutan alam primer, hutan sekunder, dan 

hutan terbuka memiliki kemampuan menyimpan 



52 

karbon masing-masing sebesar 283 ton per ha, 194 

ton per ha, dan 115 ton per ha. Menurut Balitbang 

Kehutanan (2010) kemampuan menyimpan 

karbon hutan alam primer dataran rendah sebesar 

245 ton per ha, hutan sekunder dataran rendah 

sebesar 113 ton per ha dan lahan Agroforestry di 

Sumatera Barat sebesar 99,0 ton per ha. 

Menurut Kim (2001) nilai 1 ton karbonsebesar $10 

US, sedangkan menurut Soemarwoto (2001), nilai 

1 ton karbon berkisar antara $1 US - $28 US. 

Untuk menghindari penilaian terlalu tinggi (over 

estimate) maka digunakan asumsi harga 

$ 10 US per ton. Memperhatikan dugaan nilai 

serapan dan harga karbon tersebut di atas serta 

luas tutupan lahan berhutan pada kawasan Hutan 

Wosi, maka penentuan nilai karbon dilakukan 

dengan persamaan yang di adopsi dari Widada 

(2004) sebagai berikut: 

 

Npc  = [(Lp1xKcp1) + (Lp2xKcp2) +…X HC 

(Widada, 2004) 

Dimana : 

Npc = Nilai Penyerapan Karbon Hutan Wosi (Rp) 

Lp = Luas penutupan lahan Hutan Wosi ke i 

(hektar) 

Kcp = Kemampuan menyerap karbon kategori 

penutupan lahan ke i (ton per hektar) Hc = Harga 

karbon (Rp per ton) 
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MP = MP1 + MP2 (dimasukan dalam nilai 

rupiah/tahun) 

Nilai Penyerapan Karbon /Karbon Tersimpan: 

Harga Karbon $ 10 US per ton/hektar/tahun x 

Luas tutupan lahan 

Dimana : 

MP  = Manfaat Pilihan 

MP1  = Manfaat Pilihan sebagai stock karbon 

pada hutan primer  

MP2 = Manfaat Pilihan sebagai stock karbon pada 

hutan sekunder  

MP3 = Manfaat Pilihan sebagai stock karbon pada 

lahan pertanian 

MP4 = Manfaat Pilihan sebagai stock karbon pada 

semak belukar 

 

d. Manfaat Keberadaan (Existence Value) 

� 

�� = ∑(���)/� 

�=� 

 

Dimana : 

MK = Nilai Keberadaan 

Mki = Nilai Willingnes to Pay (WTP) dari 

respoenden ke-i n = Jumlah respoenden (131 kk) 

e. Nilai Ekonomi Total (Total Economic Value) 

NET = ML + MTL + MP + MK (dimasukan dalam nilai 

rupiah/tahun) Dimana : 
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NET = Nilai Ekonomi Total ML = Manfaat Langsung 

MTL = Manfaat Tidak Langsung MP = Manfaat 

Pilihan 

MK = Manfaat Keberadaan 

 

Teknik analisis data yang digunakan untuk 

menganalisis nilai sosial budaya masyarakat yang 

berinteraksi dengan Hutan Wosi” menggunakan analisis 

tabel frekuensi dengan skala likert sebagai alat ukur 

untuk menarik kesimpulan. Perhitungan debit limpasan 

dilakukan setelah nilai koefisien limpasan, intensitas 

hujan dan luas area diketahui. Nilai koefisien limpasan 

diperoleh dengan teknik analisis overlay untuk peta 

tutupan lahan, peta kemiringan lahan dan peta jenis 

tanah. Penjumlahan (penggabungan) nilai pada masing-

masing bobot pada atribut yang tersaji pada ke tiga peta 

akan menghasilkan nilai koefisien limpasan. Pengamatan 

limpasan permukaan menggunakan metode rasional 

dengan rumus: 

Q = C.I.A 

Di mana: 

Q = laju aliran (debit) puncak (m3/detik) 

C = Koefisien aliran permukaan (0 ≤ C ≤ 1) A = 

Luas DAS (m2) 

Analisis isi kebijakan menggunakan 

analisis konten (content analysis) digunakan 

untuk menganalisis dokumen kebijakan, 

wawancara dan bentuk tertulis lainnya yang 
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bersifat fleksibel dan dapat diterapkan untuk 

banyak persoalan di dalam informasi penelitian 

(Nugroho 2017). Analisis kategorisasi Cresswell 

dilakukan untuk menganalisis implementasi 

kebijakan secara keseluruhan dengan tahapan 

kategorisasi, interpretasi pembentukan pola dan 

generalisasi naturalistik. 
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Aktivitas Ekonomi Penduduk Mengakibatkan 

Kerusakan Ekositem Hutan Mangrove Di Kelurahan 
Wosi Manokwari. 

 
Berbagai macam aktivitas ekonomi penduduk 

yang padat  dapat berpengaruh  terhadap kerusakan 
hutan mangrove di kelurahan wosi, karena  untuk 
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, beberapa 
aktivitas ekonomi yang dapat mempengaruhi kerusakan 
hutan mangrove dan ada pengalihan fungsi lahan 
menjadi fungsikan hutan mangrove sebagai daerah 
pemukiman penduduk akibat syaratnya aktivitas 
ekonomi, karena daerah wosi merupakan kawasan yang  
sudah lama dijadikan pasar tradisional oleh masyarakat 
dan pemerinah daerah , dengan peralihan kawasan 
mangrove dijadikan aktitas berupa; Penebangan Liar 
terhadap vegetasi mangrove, adanya pabrik  industri 
pembuatan tahu, industri makanan dan minuman, dan 
laju pembagunan pemukiman atau perumahan 
masyarakat lokal bahkan penduduk  pendatang tampak 
memperdulikan kerusakan hutan mangrove, perluasan 
lahan dengan tanah tibunan sepanjang sekitar bantaran 
sungai wosi guna memperluas areal untuk di 
jadikan,pembukaan lapak-lapak jualan, perluasan pasar 
daging, toko-toko bangunan, kios sembako, bengkel , 
warung  dan usaha lainnya oleh pemerintah daerah 
kabupaten manokwari di biarkan tampak adanya aturan 
yang jelas, berbagai jenis aktivitas pekerjaan masyarakat, 
terlihat di kampung bugis aktivitas ekonomi bidang 
wirahusaha 59% ,  jalan trikora wosi wira usaha 16 %, 
diikuti madu raja 13 %, hal ini menunjukan aktivitas 
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ekonomi banyak dan berpengaruh terhadap kerusakan 
hutan mangrove. 

 

 
 

Gambar Grafik Jenis Pekerjaan dan Aktivitas  ekonomi 
Kelurahan Wosi (sumber Penelitian 2021) 

 
Jenis perilaku  Penduduk berpengaruh terhadap 

tindakan kerusakan ekositem Hutan Mangrove di 
kelurahan wosi manokwari. 

 
Data tabel di bawah ini menunjukan Jenis 

pekerjaan berpengaruh terhadap perilaku masyarakat 
mendeskriptifkan atau mengambarkan bahwa tingkat 
aktivitas ekonomi bidang Wirausaha berpengaruh 
terhadap aktivitas masyarakat yang berada pada 
kawasan hutan mangrove sepanjang bantaran sungai 
wosi kali dingin kelurahan wosi , jenis pekerjaan ini 
menunjukan adanya interaksi secara langsung terhadap 
pemanfaatan sumber daya alam hutan mangrove 
terhadap aktivitas masyarakat, yaitu memanfaatkan 
Tiang Rumah, Arang, Kayu bakar, serta kontruksi 
perahu, pagar rumah, dan sepanjang waktu  hal ini  
menganggu tingkat kerusakan ekosistem hutan 
mangrove. 
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Tabel Jenis Pekerjaan dan Aktivitas masyarakat 
Kelurahan Wosi. 

 
Bertambahnya jumlah kepadatan penduduk di 

kelurahan wosi akibat Imigrasi penduduk dari daerah 
lain disebabkan adanya pemekaran daerah Otonomi 
Baru  (DOB) di Provinsi, Kabupaten/Kota Papua Barat 
maka  bertambahnya lahan yang dibutuhkan semakin 
bertambah pula aktivitas perkembangan pembangunan 
pemukiman untuk memperlus usaha perekonomian  
bidang ekonomi parawirausaha  dan perilaku sosial 
penduduk tidak menjaga kelestarian dan 
keberlangsungan fungsi hutan mengakibatkan ekosistem 
hutan  mangrove terabaikan mengkibatkan kerusakan 
hutan, serta menimbulkan  pencemaran lingkungan. Hal 
ini dapat terlihat pada gambar aktivitas atau kegiatan 
masyarakat pada hutan mangrove kelurahan  wosi 
Manokwari distrik Mananokwari Barat.  

1 jembatan trasnsito 0 1 0 0 2 2 0 0

2 jembatran wosi 0 0 0 0 1 0 0 0

3 jl.transito 0 2 0 0 3 2 0 0

4 jl. Trikora wosi 0 1 0 1 10 0 0 0

5 kampung bugis 0 3 0 1 14 0 0 1

6 madu raja 1 3 1 1 8 5 2 0

7 pasar wosi 1 0 0 0 6 0 0 0

2 10 1 3 44 9 2 1

PETANI

JUMLAH

JENIS PEKERJAAN

DESA/KAMPUNG

1
PNS

PEGAWAI 

SWASTA
MAHASISWA NELAYAN WIRAUSAHA

IBU 

RUMAH 

TANGGA

TIDAK 

ADA 

PEKERJAA



60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kondisil  sebelum Pembangunan Hutan kondisi setelah 

pembangunan rumah 
Gambar Berbagai Aktivitas ekonomi di dalam Hutan 

mangrove Kelurahan Wosi 
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Jumlah Tanggungan Anggota Keluargga  Berpengaruh 
Terhadap Kerusakan Ekositem Hutan Mangrove Di 

Kelurahan Wosi Manokwari. 
 

Berdasarkam hasil penelitian  di ketahui pada 
Tabel. Dan Gambar penelitian menunjukan sebanyak 78 
responden.  Angka Tangungan (34%) mempunyai 
anggota tangugan 3-4 orang dalam satu rumah tangga, 
dan angka  (30 %)  mempunyai anggota tanggugan  satu 
sampai  dua orang,  angka (14%) mempunyai  anggota 
tangugan keluargga empat sampai lima orang.   Hal ini 
menunjukan bahwa tingkat  kebutuhan ekonomi hari-
harinya besar maka secara otomatis pemenuhan 
hidupnya Masyrakat akan mencari artenatif lain 
menambah penghasilan tambahan akan melakukan 
interaksi terhadap lingkungannya, serta menghindari 
pengeluarandari limbah rumah tangga dengan lebih 
mudah dan murah untuk limbah/sampah ke daerah kali 
wosi sekitar hutan mangrove .  Potensi sumber daya 
alam sekitarnya yang akan menjadi artenatifnya yaitu 
pemanfaatan Kayu, arang, Tiang, As muka perahu, kayu 
bakar, serta  flora dan fauna kebutuhan lainnya yang 
berada pada hutan mangrove kelurahan wosi, maka 
dengan demikian kerusakan akan terjadi bila tidak di 
jaga  serta dikelola akan kelestariannya dengan  baik. 
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Tabel Jumlah tangugan keluargga pada responden di 
Kelurahan Wosi. 

 
 

 
Gambar Grafik Jumlah tangugan Keluargga pada 

responden di Kelurahan Wosi 

 
Gambar Grafik  Tingkat Pendidikan (pengetahuan)  

Terhadap  hutan mangrove pada responden di 

Kelurahan Wosi (sumber Penelitian 2021). 

TIDAK ADA (1-2) (3-4) (4-5) >6 >8  jumlah

1 jembatan trasnsito 1 1 1 1 1 0 5

2 jembatran wosi 0 0 0 5 0 0 5

3 jl.transito 2 3 2 0 0 0 7

4 jl. Trikora wosi 0 7 4 1 0 0 12

5 kampung bugis 5 4 8 2 0 0 19

6 madu raja 7 4 5 4 0 0 20

7 pasar wosi 0 3 5 1 0 1 10

15 22 25 14 1 1 78

JUMLAH TANGGUANGAN KELUARGGA

DESA/KAMPUANG

1

total 

TANGGUGAN
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Tingkat Pendididkan atau pengetahuan  berpengaruh 
terhadap kerusakan ekositem Hutan Mangrove di 
kelurahan wosi manokwari. 

  



64 

 
  



65 

Aktivitas ekonomi penduduk terhadap kerusakan 
ekosistem Mangrove di kelurahan wosi  Manokwari 
distrik Manokwari barat berupa pengalihan fungsi lahan 
disebabkan dengan laju pertambahan penduduk yang 
tinggi, yang dipengaruhi dengan  aktivitas masyarakat 
berupa, penebangan Hutan Mangrove, Pembukaan lahan 
baru berupa penimbunan tanah pada lokasi sepanjang 
bantaran kali wosi pembukan pemukiman warga pasar, 
aktivitas industri Pabrik Tahu dan Tempe dan minuman 
sari kedelai, aktivitas pasar daging, berbengkelan, 
pembuan lapak, kios, toko serta parkiran liar kendaran, 
aktivitas wargga berupa kayu bakar, arang, dan aktivitas 
lainnya menyebakan kerusakan hutan, pendakalan tepi 
sungai serta pencemaran air tanah dan air laut , biota 
laut dan sumber daya alam yang terkandung di  sekitar 
Kawasan teluk doreri Manokwari Papua barat 
 Upaya pemerintah  memperbaiki ekosistem 
mangrove  akibat aktivitas ekonomi yang tidak 
terkendali pada hutan mangrove serta menata dan 
mengelola daerah aliran sungai (DAS) kelurahan wosi , 
dengan menetapkan peraturan daerah dan serta 
penindakan  yang tegas terhadap oknum yang merusak, 
serta mencemarkan, penertiban Ijin membangun IMB 
sepanjang bantaran sungai wosi kali dingin kepada 
masyarakat dikelurahan wosi distrik manokwari barat. 
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